SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona
integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan
wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Utara, maka dipandang perlu membentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

jdih.kpu.go.id/ntb/klu



Menetapkan

KESATU

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
442);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/0ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LOMBOK UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023.

Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah,;

2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :

a. Tim Manajemen Perubahan;
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

b.

Tim Penguatan Tata Laksana,;
Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

© o o

Tim Penguatan Pengawasan; dan
f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal
maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung
jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Utara .
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 13 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

JURAIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Hukum dan SDM,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN

2023.

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

TAHUN 2023
NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
PENGARAH
1. | Juraidin, SH., MH Ketua KPU Pengarah merangkap Ketua
2. Kardi, M.Pd Anggota KPU Pengarah merangkap
Anggota
3. Rasdi Pion, S.Pd Anggota KPU Pengarah merangkap
Anggota
4. Dr. Muhammad Zaki Abillah Anggota KPU Pengarah merangkap
Anggota
5. Nizamudin, S.Sos.] Anggota KPU Pengarah merangkap
Anggota
PELAKSANA -
1. Nurdin, S.Sos. Sekretaris Ketua
[. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Ahmad Ramdhani, SH Kasubag Hukum dan Koordinator merangkap
SDM Anggota
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Eva Febriany, SE Kasubag Keuangan, Anggota
Umum dan Logistik

Didi Fadyangsah Sanusi, S.Si | Kasubag Perencanaan Anggota
Data dan Informasi

Nasihin, SH Kasubag Teknis Anggota

Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat

II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

Didi Fadyangsah Sanusi, S.Si

Kasubag Perencanaan

Koordinator merangkap

Data dan Informasi Anggota

Ahmad Ramdhani, SH Kasubag Hukum dan Anggota
SDM

Eva Febriany, SE Kasubag Keuangan, Anggota
Umum dan Logistik

Nasihin, SH Kasubag Teknis Anggota

Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

III. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Ahmad Ramdhani, SH

Kasubag Hukum dan
SDM

Koordinator merangkap

Anggota

Pamulia Risma Ayumi, SE

Analis Penegakan
Integritas dan Disiplin
Sumber Daya Manusia

Aparatur

Anggota

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Didi Fadyangsah Sanusi, S.Si

Kasubag Perencanaan

Data dan Informasi

Koordinator merangkap

Anggota

Fahrizal Imanuddin, SH

Analis Monitoring,

Evaluasi, dan Pelaporan

Anggota

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

Ahmad Ramdhani, SH

Kasubag Hukum dan
SDM

Koordinator merangkap

Anggota
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2. | Warih Adi Sasongko, SH Penyusun Bahan Anggota

Penyuluhan Hukum

VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Nasihin, SH Kasubag Teknis Koordinator merangkap

Penyelenggara Pemilu, Anggota
Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat

2. | Lalu Ahmad Fauzan Pengelola Bahan Anggota

Demokratisasi dan

Pemilu

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.
JURAIDIN
Salinan sesuai dengan aslinya

SEXKRETARIAR. KOMISI PEMILIHAN UMUM
A% [FOMBOK UTARA
Han Hukum dan SDM,
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